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 Dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah merupakan 
perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Fungsi pelayanan 
menjadi salah satu fokus perhatian masyarakat dalam memberikan pelayanannya. 
Karena permasalahan kinerja pegawai dapat dirasakan secara langsung terhadap 
masyarakat. Akan tetapi hal lain di lapangan menunjukan bahwa masih banyaknya 
pelayanan pegawai yang lambat terhadap masyarakat karena kurangnya fasilitas yang 
ada di kantor serta rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai sehingga berdampak 
kurang baik bagi kinerja instansi pemerintahan daerah di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan sipil Kota Bandar Lampung. 
 Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi 
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 
Lampung?, kemudian bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi 
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 
Lampung. 
 Data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara, observasi dan studi 
dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan sistem pelayanan publik oleh pihak 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar lampung. Data tersebut 
kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu terlebih dahulu 
menyusun secara deskriptif kemudian menganalisisnya dengan teori hukum Islam, 
yaitu fiqh siyasah.  
 Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelayanan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah melakukan 
pelayanan yang baik. Hal ini ditandai dengan ketetapan waktu 
pemrosesan/pembuatan akta atau dokumen layanan yang  sesuai dengan waktu yang 
ada di SOP (Standar Oprasional Pelayanan), serta seluruh pembuatan akta maupun 
dokumen tidak dipungut biaya atau gratis. Pelayanan publik di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 2009 karena telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik 
untuk mensejahterakan dan mampu mengayomi masyarakat dengan sepenuh hati dan 
semaksimal mungkin dengan  memberikan jaminan kemudahan layanan dan jaminan 
keamanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan layanan. Pelayanan 
publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung 
tersebut juga telah sesuai dengan fiqh siyasah  karena sudah memenuhi SOP dan 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini ditunjang 
dengan adanya inovasi terhadap pelayanan publik bahkan mampu bekerja sama 
dengan lembaga lain. 
  
   
   
 MOTTO 
 
      َّ ُ ِإََّّهاللََّّهك هسبهجهرَّىهىب هؼهر ٗهََّّ تُِحٌَّا هِرإََّّهو َِ هػٌََّّْ ُمُذ هحهأًََّّل َه هػََُّّْ هأََُّّ ٔهِْقُْزٌَّ
(ٓاٗسًَّقٍٖجىاَِّػََّّهخ هشِءب هػ)  
Rasulullah s.a.w. bersabda: “sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari 
kalian bekerja, maka ia itqan (profesional) dalam pekerjaannya.”  
(HR Baihaqi dari „Aisyah r.a)1 
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 Terjemahan Hadits Baihaqi Jilid I, (Jakarta: Penertbit Widjaya, 1992), h.104 
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A. Penegasan Judul 
 Guna memperjelas perspektif pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul 
skripsi dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul ini 
adalah ”Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung)”. Adapun 
beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Implementasi 
Implementasi yaitu penerapan atau pelaksanaan dari suatu tindakan atau 
pelaksanaan rencana yang sudah disusun secara cermat, matang dan terperinci.
2
 
2. Pelayanan Publik 
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan 




                                                             
2
 --------“Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat”, (Jakarta: 
Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1037.  
3 Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
 3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah suatu 
Undang-Undang yang mengatur tentang prinsip pemerintahan yang baik yang 
merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. 
4. Perspektif 
Perspektif  adalah  suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau 
sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.
4
 
5. Fiqh Siyasah 
Fiqh Siyasah adalah sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang 
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara 
demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
5
 
Dari beberapa uraian di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini 
adalah Meninjau dari sudut pandang Fiqh Siyasah dalam melaksanakan atau 
menerapkan pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
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 -----------“Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat”, (Jakarta: 
Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1650 
5
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13 
 B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul skripsi tersebut adalah:  
1. Alasan Objektif  
 Kajian terhadap pelaksanaan pelayanan publik Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 perlu dibahas karena pelaksanaannya kurang terkendali dengan 
baik dan masih banyak pula masyarakat yang kurang menerima sistem 
pelayanan sesuai dengan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009. Kajian meninjau pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan 
pelayanan publik dalam memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat. 
2. Alasan Subjektif 
a. Untuk menambah pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 mengenai pelayanan publik. 
b. Tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian skripsi ini. 
c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu di 
Fakultas Syariah dan Jurusan Siyasah. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan 
efisiensi dan kualitas pelayanan yang didasari oleh pergeseran paradigma yang 
berisikan perubahan perilaku pelayanan dari yang bersifat sentralisasi ke 
 desentralisasi. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, berbagai sumber 
daya digali dan dicari baik selama ini sudah ada atau sumber daya baru, baik 
merupakan sumber daya manusia, sumber finansial, maupun sumber daya 




Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu bidang pelayanan masyarakat 
adalah bidang pelayanan pemerintah yang merupakan tugas pemerintah Kota Bandar 
Lampung untuk menyelenggarakannya. Sebagai abdi masyarakat sudah jelas bahwa 
tugas utama dari aparatur pemerintah yaitu memberikan kualitas pelayanan yang 
terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka memberikan kualitas pelayanan terhadap 
masyarakat pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. Terwujudnya pelayanan publik berkualitas merupakan salah satu 
ciri dari pemerintahan yang baik sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara.
7
  
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pelaksana Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009  menjelaskan pada Pasal 1 bahwa pelayanan publik adalah 
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara.  
Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, 
pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara 
                                                             
 
6
 Achmad Batinggi, Manajerial Pelayanan Umum (Jakarta: Universitas Terbuka, 1999), h. 4 
 
7
 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Goverment Melayani Publik (Yogyakarta: UGM Press, 
2006), h. 1 
 yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 
Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 
berkualitas, cepat mudah, terjangkau, dan terukur.  
Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah merupakan perwujudan 
fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Fungsi pelayanan publik menjadi 
salah satu fokus perhatian masyarakat dalam memberikan pelayanannya. Karena 
permasalahan kinerja pegawai dapat dirasakan secara langsung terhadap masyarakat. 
Akan tetapi hal lain dilapangan menunjukan bahwa masih banyaknya pelayanan 
pegawai yang lambat terhadap masyarakat karena kurangnya fasilitas yang ada 
dikantor serta rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai sehingga berdampak kurang 
baik bagi kinerja instansi pemerintahan daerah di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan sipil Kota Bandar Lampung.  
Upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja 
pemerintah yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya, pemerintah daerah 
perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar, standar operasional 
prosedur (SOP). Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan yang efektif 
dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia serta memperdalam kepercayaan 
pada pemerintahan administrasi publik. 
Adanya sebuah hasil yang nyata bagi kinerja terkait dalam pelayanan publik 
yang ada di suatu daerah, dikarenakan sebagai salah satu penunjang kemaslahatan 
 masyarakat yang menikmati adanya pelayanan dari pemerintah dalam suatu daerah 
tersebut.  
Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan 
penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring 
dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang 
peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung 
jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas 
pelayanan yang diberikan dapat memberi kepercayaan kepada masyarakat tentang 
pelayanan yang diberikan. Pertanggung jawaban terhadap aspek yang dilayani adalah 
bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi 
kepercayaannya kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat adalah sebagai dasar 
untuk mewujudkan tercapainnya pemerintahan yang baik.
8
 
 Mengenai sistem pelayanan publik di Dinas kependudukan dan pencatatan 
sipil Kota Bandar Lampung adanya isu tentang pelayanan yang dibicarakan di 
kalangan masyarakat sekitar. Banyak dari pengadu merasa tidak sabar dan mengira 
bahwa pelayanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Bandar Lampung kurang terkendali dengan baik karena banyak nya masyarakat 
yang datang ke kantor dan masih banyak pula masyarakat yang kurang menerima 
sistem pelayanan yang sudah diarahkan oleh pihak kantor sendiri.  
Yang melatar belakangi masalah tersebut seperti pembatasan kuota antrian dan 
ketidaktepatan waktu pembuatan KTP, masyarakat merasa tidak puas akan kinerja 
                                                             
8 Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 21 
 para pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 
Lampung. 
Terkait dengan definisi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan 
bagi setiap warga negara dan penduduk untuk mewujudkan tercapaianya suatu 
pemerintahan yang baik.
9
 Untuk mewujudkan tercapainya suatu pemerintahan yang 
baik penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut, dan peneliti 
memilih judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung)”. 
 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada Tinjauan Fiqh Siyasah 
terhadap Implemetasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 
Lampung 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam 
penelitian ini  adalah: 
1. Bagaimana implementasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung? 
                                                             
9 Muhammad Makhfudz, Hukum Administrasi Negara ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 72 
 2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pelayanan publik di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung? 
F. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui implementasi pelayanan publik menurut Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Bandar Lampung. 
2. Untuk menganalisis fiqh siyasah terhadap pelayanan publik di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. 
G. Signifikansi Penelitian  
a. Manfaat Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah 
pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan, 
khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara. 
b. Manfaat Secara Praktis 
1) Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya. 
2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan   
masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis. 
3) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih 
gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung. 
 
 
 H. Metode Penelitian 
Sebelum dikemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi 
ini, maka akan didefinisikan metode penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu 
cara untuk melakukan suatu teknis dalam menggunakan pikiran secara seksama untuk 
mencapai tujuan, sedangkan penelitian merupakan upaya dalam bidang pengetahuan 




Metode penelitian adalah cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan secara 
baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan yang baik.
11
 
Berdasarkan keterangan tersebut maka jelas yang dimaksud dengan metode penelitian 
yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan 
dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan 
untuk mendapatkan informasi dalam melakukan suatu perintah ilmiah sumber data. 
Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang 
mampu menghantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otetik. Adapun data 
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Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekan Proposal,(Jakarta:Bumi Aksara,2004), Cet. Ke-
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 1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian 
Lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancah 
kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan 
karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat 
ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.
12
    
b. Sifat Penelitian 
Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode 
deskritif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan 
membuat deskritif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur 
yang ada atau fenomena tertentu. 
2. Sumber Data 
 Sumber data adalah dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam 
penelitian ini terdiri dari: 
a. Data Primer 
Data primer adalah bahan utama dalam penelitian atau data yang 
dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau 
menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari pada 
                                                             
12
Susiadi, Metode Penelitian  (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama 
Islam  Negeri Raden Intan Lampung,2015), h. 10 
 data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih 
bersifat terperinci dari pada data sekunder. Dalam hal ini data primer 
diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, dimana penelitian ini 
dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 
Lampung. 
b. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung 
dengan sumber daya asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber 
data sebagai pelengkap.
13
 Pengumpulan data sekunder dengan cara 
mengadakan study kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk 
memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan 
cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang 
menunjang peraturean perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang 
mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 
karasteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti 
dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan 
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 sebagainnya.
14
 Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau 
anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Dalam skripsi 
ini populasinya adalah masyarakat yang melakukan pelayanan di kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan 
petugas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Bandar Lampung pada tanggal 25 agustus 2019 sejumlah 120 orang. 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadiakan objek 
penelitian.
15
 Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, penentuan 
sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak 
dijadikan sampel.
16
 Purposive sampling adalah peneliti menetukan sendiri 
sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak 
diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
1) Masyarakat Kota Bandar Lampung yang mengurus pelayanan 
administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Bandar lampung pada tanggal 25 Agustus 2019 berjumlah 5 
orang masyarakat. 
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 2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan pendaftaran 
penduduk serta petugas pelayanan Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung berjumlah 7 Orang, jadi 
jumlah keseluruhan sampel adalah 12 orang 
4. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam 
penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Metode 
pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki 
kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah 
dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri 
penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data : 
a. Metode Wawancara metode wawancara adalah metode pengumpulan data 
dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berdasarkan 
masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.
17
 Dalam penelitian ini dilakukan 
wawancara terhadap sebagian pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Bandar Lampung dan masyarakat yang sedang melakukan 
pelayanan. 
b. Metode Observasi 
Merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk 
menyajikan gambaran ril suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan si 
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 peneliti. Observasi ini dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. 
c. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, 
atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan 
masalah variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, dan sebagainnya yang ada hubungannya dengan 
penelitian. 
5. Teknik Pengelolaan Data 
 Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengeloh data agar menjadi 
sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu: 
a. Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup 
lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. 
Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul 
melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan 
jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan. 
b. Sistematisasi data, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis 
mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi 
tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.
18
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6. Analisis Data 
 Analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk 
menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan 
sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis
19
. Dalam 
penelitian ini Metode berfikir yang digunakan yaitu metode induktif. Metode 
induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk 
mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum 
mengenai fenomena yang diselidiki
20
. Metode induktif ini lebih dapat 
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 BAB II 
PELAYANAN PUBLIK DALAM FIQH SIYASAH 
 
A. Kajian Teori 
1. Pengertian Pelayanan Publik 
Terdapat beberapa pengertian yang berhubungan dengan pelayanan dan 
pelayanan publik yang dikutip dari pendapat beberapa ahli, sebagai berikut:  
Menurut pendapat Boediono bahwa pelayanan merupakan suatu proses 
bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan 




Menurut Moenir, A.S “Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang 
berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan 
orang dalam masyarakat”. Berdasarkan pendapat tersebut pelayanan dapat 




Menurut Soetopo dan Napitupulu pelayanan adalah suatu usaha untuk 
membantu menyiapkan dan mengurus apa yang diperlukan orang lain dalam 
memenuhi kebutuhanya,
24 
pelayanan juga dapat disebut suatu proses 
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 Napitupulu, Seri Ilmu Pemerintahan: Menakar Urgensi Otonomi Daerah: Solusi Atas 
Ancaman Disintegrasi (Jakarta: Alumni, 2007), h. 164 
 membantu orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan 
hubungan interpersonal agar terpenuhinya rasa kepuasan dan keberhasilan dari 
orang yang pemberi layanan dengan penerima layanan. Secara umum pelayanan 
dapat diartikan  sebagai  usaha  apa  saja  yang  memaksimalkan  kepuasan  
pelanggan dengan demikian dalam menyajikan pelayanan hendaknya dapat 
melengkapi dengan sesuatu yang tidak hanya dinilai dengan materi semata, 




Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih Pelayanan publik atau 
pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik 
dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, 
dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, dalam 
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26
 
Menurut AG. Subarsono pelayanan publik didefinisikan sebagai 
serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi 
kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara 
yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, 
pembuatan KTP, akta nikah, akta kematian, sertifikat. Dan lain sebagainya 
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 yang termasuk dalam pelayanan dalam masyarakat.
27 
Sedangkan Departemen 
Dalam Negeri menyebutkan bahwa “Pelayanan Publik adalah Pelayanan 
Umum” dan mendefinisikan “Pelayanan Umum adalah suatu proses bantuan 
kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan 
hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan 
menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa”.  
Menurut Joko Widodo Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai 
Pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata 
cara yang telah di tetapkan. Pengertian pelayanan dan pelayanan publik 
atas dapat disimpulkan sebagai pemberian pelayanan (melayani) yang 
dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  (pemerintah)  sebagai 
upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau 
masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok 
dan tata cara yang telah di tetapkan. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah 
kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang 
sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.
28 
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 Pengertian pelayanan dan pelayanan publik di atas dapat disimpulkan 
sebagai pemberian pelayanan (melayani) yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik (pemerintah) yaitu Kantor Dinas 
Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bandar lampung sebagai upaya 
untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau 
masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok 
dan tata cara yang telah di tetapkan. Kebutuhan  dalam  hal  ini  bukanlah  
kebutuhan  secara  individual  akan  tetapi berbagai kebutuhan yang 
sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. 
2. Prinsip Pelayanan Publik 
Layanan publik merupakan hak masyarakat yang dalam pelaksanaannya 
pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip: kesederhanaan, kejelasan, 
kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan 
prasarana, kemudahan akses, kedisplinan-kesopanan-dan keramahan, dan 
kenyamanan. Berikut prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik 
meliputi:
29 
a. Kepastian  hukum  dimaksudkan  adanya  peraturan  perundang-
undangan yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai 
dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat 
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 b. Keterbukaan dimaksudkan bahwa setiap penerima pelayanan dapat 
dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai 
pelayanan yang diinginkan 
c. Partisipatif dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memerhatikan 
aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat 
d. Akuntabilitas  dimaksudkan  bahwa  proses  penyelenggaraan  
pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
e. Kepentingan  umum  dimaksudkan  bahwa  dalam  pemberian  
pelayanan publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan 
atau golongan   
f. Profesionalisme  dimaksudkan  bahwa  aparat  penyelenggara  
pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang 
tugasnya 
g. Kesamaan hak dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan 
publik tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, 
agama, golongan, gender, dan status ekonomi 
h. Keseimbangan hak dan kewajiban dimaksudkan bahwa pemenuhan 
hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik 
oleh pemberi maupun penerima pelayanan.  
 
 Selain itu penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat di 
pertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan atau 
pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara 
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MPAN/7/2003 Tentang  
pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik, terdapat 12 prinsip 
pelayanan umum, yaitu sebagai berikut: 
30
 
a. Kesederhanaan: Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 
dipahami, dan mudah dilaksanakan. 
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 b. Kejelasan 
1)  Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik 
2)  Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 
memberikan pelayanan  dan penyelesaian 
keluhan/pesoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik 
3)  Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran 
c. Kepastian: waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
d. Akurasi: Produk pelayanan publik diterima dengan benar dan tepat 
e. Tidak  diskriminatif:  tidak  membedakan  suku,  ras,  agama,  
golongan, gender dan status sosial. 
f. Bertanggung  jawab:  Pimpinan  penyelenggara  pelayanan  publik   
atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan 
pelayanan publik. 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja: Peralatan kerja dan 
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 
teknologi telekomunikasi dan informatika. 
h. Kemudahan  akses:  Tempat  dan  lokasi  sarana dan  prasarana 
pelayanan yang  memadai,  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat  dan  
dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi. 
i. Kejujuran: cukup jelas 
 j. Kecermatan: hati-hati, teliti, telaten 
k. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: aparat penyelenggara 
pelayanan harus disiplin, sopan, ramah, dan memberikan layanan 
dengan ikhlas, sehingga penerima pelayanan dihargai hak-haknya. 
l. Keamanan dan kenyamanan: Proses dan produk pelayanan publik 
memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 
Dari uraian di atas dijelaskan  bahwa penyusunan prinsip pelayanan 
publik tersebut dipakai sebagai pedoman dalam pelayanan publik oleh instansi 
pemerintah dan dapat dijadikan indikator penilaian terhadap kualitas 
pelayanan yang telah diberikan. Dengan adanya prinsip dalam kegiatan 
pelayanan publik ini diharapkan masyarakat bisa mendapat pelayanan yang 
sesuai dengan kebutuhan dan proses yang memuaskan serta tidak menyulitkan 
masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Pada layanan yang berupa jasa, 
kualitas pelayanan lebih dilihat dari elemen struktur dan proses. 
Elemen  struktur  merujuk  pada  karakteristik  yang  nampak  dari  
suatu sistem pelayanan, sedangkan elemen proses merujuk pada interaksi yang 
terjalin antara pelanggan dan pemberi pelayanan. Elemen struktur suatu 
pelayanan menyangkut lingkungan dan fasilitas fisik dimana pelayanan 
tersebut terjadi, contohnya yaitu kelengkapan fasilitas, kebersihan, 
kenyamanan ruang, dekorasi, parkir, dan lain-lain. 
 Elemen proses didasarkan pada interaksi antara pelanggan dengan 
pemberi layanan di dalam lingkungan pelayanan, meliputi antara lain: 
responsifitas, keramahan dan komunikasi.
31
 
Dari uraian di atas dijelaskan bahwa penyusunan prinsip dan standar 
pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman dalam pelayanan publik 
oleh instansi pemerintah dan dapat dijadikan indikator penilaian terhadap 
kualitas pelayanan yang telah diberikan. Dengan adanya standar dalam 
kegiatan pelayanan publik ini diharapkan masyarakat bisa mendapat pelayanan 
yang sesuai dengan   kebutuhan   dan   proses   yang   memuaskan   serta   
tidak   menyulitkan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Pada layanan 
yang berupa jasa, kualitas pelayanan lebih dilihat dari elemen struktur dan 
proses. 
3. Asas Pelayanan Publik 
Secara teoritis juga tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah 
memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas 
pelayanan publik yang profesional, kemudian Lijan Poltak Sinambela 
mengemukakan asas- asas dalam pelayanan publik tercermin dari:
32
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 Lijan Poltak sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.6 
 
 1. Transparansi: Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 
dimengerti. 
2. Akuntabilitas: Dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Kondisional: Sesuai   dengan   kondisi   dan   kemampuan   pemberi   
dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 
efisiensi  dan efektivitas. 
4. Partisipatif: Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 
harapan masyarakat. 
5. Keamanan Hak: Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan 
suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi. 
6.   Keseimbangan  Hak  dan  kewajiban:  Pemberi  dan  penerima  
pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing 
pihak. 
Berdasarkan uraian di atas prinsip dan asas-asas pelayanan publik sangat 
penting dalam proses pelayanan publik. Asas yang harus terpenuhi dalam 
proses pelayanan publik di antaranya harus terdapat prinsip yang ada dalam 
pelayanan publik dan asas transparansi, akuntabilitas, kondisional, 
 partisipatif, keamanan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Asas-asas 
tersebut dapat memberikan rasa puas kepada pengguna pelayanan. 
Selain itu Surjadi juga menyatakan dalam bukunya pengembangan 
Kinerja Pelayanan Publik, yang mana dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik dilakukan harus berdasarkan  pada  asas-asas  umum  kepemerintahan  
yang baik dan  benar, yakni meliputi:
33
 
1. Kepastian hukum 
2. Transparansi 
3. Daya tanggap 
4. Berkeadilan 
5. Efektif dan efisien 
6. Tanggung jawab 
7. Akuntabilitas 
8. Tidak menyalahgunakan kewenangan. 
 
Hakikat  pelayanan  publik  adalah memberikan  pelayanan  prima kepada 
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai 
abdi masyarakat. Karena itu dengan asas-asas untuk mengembangkan kinerja 
pelayanan publik senantiasa menyangkut pada tiga unsur pokok pelayanan 
publik yakni: unsur kelembagaan  penyelenggaraan  pelayanan,  proses  
pelayanan  serta sumber daya manusia pemberi layanan. 
4. Standar Pelayanan Publik 
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  Kualitas  pelayanan  pada  masyarakat  merupakan  salah  satu  masalah yang 
mendapatkan perhatian serius oleh aparatur pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan 
publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan   sebagai    jaminan   
adanya   kepastian   bagi   penerima pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan 
diterbitkannya Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 
Tahun 2004, sekurang-kurangnya meliputi:
34
 
a. Prosedur pelayanan 
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 
termasuk pengadaan.  
b. Waktu penyelesaian 
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 
c. Biaya pelayanan 
Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses 
pemberian pelayanan. 
d. Produk Pelayanan 
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
e. Sarana dan prasarana 
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 Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 
Kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan  harus  ditetapkan  dengan tepat 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang 
dibutuhkan. 
 Penyusunan  standar  pelayanan  dilakukan  dengan  pedoman  tertentu yang 




a. Dasar hukum 
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar. 
b. Persyaratan 
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik 
persyaratan teknis maupun administratif. 
c. Sistem, mekanisme dan prosedur 
Tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 
termasuk pengaduan. 
d. Jangka waktu penyelesaian 
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 Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan 
dari setiap jenis pelayanan. 
e. Biaya atau Tarif 
Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau 
memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 
f. Produk pelayanan 
Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan. 
g. Sarana, Prasarana, dan atau fasilitas 
Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan   
termasuk   peralatan   dan   fasilitas   pelayanan   bagi kelompok rentan.  
h. Kompetensi pelaksanaan 
Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan 
keahlian, keterampilan dan pengalaman. 
i. Pengawasan internal 
Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung 
pelaksana. 
 
j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 
Tata cara pelaksanaan pengamanan pengaduan dan tindak lanjut.  
k. Jumlah pelaksana 
 Tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban kerjanya. 
l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 
sesuai dengan standar pelayanan. 
m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk 
memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan, dan 
n. Evaluasi kinerja Pelaksana 
Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai 
dengan standar pelayanan. 
 Berdasarkan  uraian di  atas  dapat  dijelaskan bahwa  penyusunan standar 
pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman dalam pelayanan publik oleh 
instansi pemerintah dan dapat dijadikan indikator penilaian terhadap kualitas  
pelayanan  yang  telah  diberikan. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan 
publik ini diharapkan masyarakat bisa mendapat pelayanan yang sesuai dengan 





5. Jenis- Jenis Pelayanan Publik 
 
  Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan 
kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang 
dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan  keputusan  MENPAN  No.  63/ 
KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain:
36 
a. Pelayanan administratif 
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi     yang     
dibutuhkan     oleh     publik,     misalnya     status kewarganegaraan, sertifikat 
kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan 
sebagainya. Dokumen- dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan 
(KTP),  akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 
(BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor 
(STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan 
atau penguasaan Tanah dan sebagainya. 
b. Pelayanan barang 
Yaitu pelayanan  yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang  
yang digunakan  oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga 
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 c. Pelayanan jasa 
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan 
oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan 
transportasi, pos dan sebagainya. 
Selain itu, bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menurut 




a. Pelayanan Pemerintahan, yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat 
dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan Kartu Keluarga/KTP, 
IMB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Imigrasi. 
b. Pelayanan Pembangunan, merupakan pelayanan masyarakat yang terkait dengan 
penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat 
dalam aktifitasnya sebagai warga masyarakat, seperti penyediaan jalan, 
jembatan, pelabuhan dan lainnya. 
c. Pelayanan Utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon, dan 
transportasi. 
d. Pelayanan Kebutuhan Pokok, merupakan pelayanan yang menyediaan bahan-
bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti 
penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah. 
e. Pelayanan Kemasyarakatan, merupakan pelayanan yang berhubungan dengan 
sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial 
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 kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, 
penjara, rumah yatim piatu dan lainnya. Secara umum fungsi sarana pelayanan 
antara lain : 
1) Mempercepat prtoses pelaksanaan kerja (hemat waktu); 
2) Meningkatkan produktifitas barang dan jasa; 
3) Ketepatan ukuran/kualitas produk terjamin peneyerahan gerak pelaku 
pelayanan dengan fasilitas ruangan yang cukup; 
4) Menimbulkan rasa kenyamanan; 
5) Menimbulkan perasaan puas dan mengurangi sifat emosional 
penyelenggara. 
 Dari berbagai pendapat tentang pembagian jenis-jenis pelayanan umum yang 
diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terlihat bahwa pelayanan umum 
mencakup lingkup kegiatan dan jenis-jenis yang sangat luas. Dengan kata lain, 
persoalan pelayanan umum dalam satu pemerintahan merupakan permasalahan yang 
sangat kompleks dan karena itu membutuhkan perhatian semua kalangan, baik 
pemerintah sebagai pihak pemberi layanan maupun masyarakat sebagai pihak yang 
menerima pelayanan. 
6. Faktor Pendukung Pelayanan 
 Pelayan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang 
diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serta dapat  
difungsikan secara berhasil guna dan  berdaya  guna. Pada proses pelayanan  terdapat  
 faktor penting dan setiap faktor mempunyai peranan yang berbeda-beda tetapi saling 
berpengaruh dan secara bersamasama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang 
baik. H.A.S  berpendapat  ada  enam  faktor  pendukung pelayanan, antara lain:
38
 
a. Faktor kesadaran 
Faktor kesadaran ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang yang merupakan 
titik temu dari beberapa pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, 
ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan jiwa. Dengan adanya kesadaran 
akan membawa seseorang kepada kesungguhan dalam melaksanakan 
pekerjaan. 
b. Faktor aturan 
Aturan sebagai perangkat penting dalam segala tindakan pekerjaan seseorang. 
Oleh karena itu, setiap aturan secara langsung atau tidak langsung  akan  
berpengaruh.  Dengan adanya aturan ini seseorang akan mempunyai 
pertimbangan dalam menentukan langkahnya. Pertimbangan pertama manusia 
sebagai subjek aturan ditunjukan oleh hal-hal penting : 
1) Kewenangan 
2) Pengetahuan dan pengalaman 
3) Kemampuan bahasa 
4) Pemahaman pelaksanaan  
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 5) Disiplin dalam melaksanakan diantaranya disiplin waktu dan disiplin 
kerja. 
 
c. Faktor organisasi 
Faktor organisasi tidak hanya terdiri dari susunan organisasi tetapi lebih 
banyak pada pengaturan mekanisme kerja. Sehingga dalam organisasi perlu 
adanya sarana pendukung yaitu sistem, prosedur, dan metode untuk 
memperlancar mekanisme kerja. 
d. Faktor pendapatan 
Faktor pendapatan yang diterima oleh seseorang merupakan inbalan atas 
tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan orang lain. Pendapatan dalam 
bentuk uang, iuran atau fasilitas dalam jaka waktu tertentu. 
e. Faktor kemampuan  
Faktor kemampuan merupakan titik ukur untuk mengetahui sejauh mana 
pegawai dapat melakukan suatu pekerjaan sehingga menghasilkan barang 
atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan. 
f. Faktor sarana pelayanan 
Faktor sarana yang dimaksud yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja 
dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pendukung utama dalam 
mempercepat pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Adapun fungsi sarana 
pelayanan, antara lain : 
 1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat 
waktu 
2) Meningkatkan produktivitas baik barang atau jasa  
3) Ketetapan susunan yang baik dan terjamin 
4) Menimbulkan rasa nayaman bagi orang yang berkepentingan. 
5) Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan 
sehingga dapat mengurangi sifat emosional. 
Keenam faktor tersebut mempunyai peranan yang berbeda tetapi saling 
mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan 
secara optimal, baik berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan atau pelayanan dalam 
bentuk gerakan/ tindakan dengan atau tanpa tulisan. 
 Wolkins mengemukakan enam faktor dalam melaksanakan penyempurnaan 
kualitas secara berkesinambungan.  
Keenam faktor tersebut meliputi: “kepemimpinan, pendidikan, perencanaan, review, 
komunikasi serta penghargaan dan pengakuan”.39 
 Maka dalam pelaksanaan pelayanan publik harus memperhatikan aspek 
pendukung agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Faktor yang harus diperhatikan 
meliputi: faktor kesadaran baik dari petugas pelayanan maupun dari masyarakat, 
faktor aturan yang telah di tentukan oleh instansi pemberi layanan, faktor organisasi 
yang baik, faktor imabalan atau gaji, faktor kemampuan dalam bekerja, faktor sarana 
dan prasarana, komunikasi dan pendidikan.   Faktor pendukung 
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 pelayanan akan mempengaruhi kinerja pelayanan yang merupakan out come yang 
dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau suatu kegiatan selama satu 
periode waktu tertentu. Hasil yang dicapai merupakan kegiatan yang harus dilakukan 
dalam kurun waktu tertentu dalam instansi organisasi. Kinerja organisasi merupakan 
wujud kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. Indikator-indikator yang digunakan 
dalam mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya 
meningkatkan pelayanan publik adalah produktivitas, responsivitas, dan kualitas 
pelayanan. 
1. Produktivitas, merealisasikan produktivitas kerja merupakan hal yang sangat 
penting bagi suatu badan birokrasi. Dengan adanya produktivitas kerja maka 
diharapkan segala bentuk pekerjaan atau tugas tugas dapat berjalan dan 
terselesaikan  dengan baik, efisien,  dan efektif  sehingga dapat tercapainya 
tujuan organisasi. Produktivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   
merupakan   bentuk   suatu   kegiatan   dalam mewujudkan pelayanan publik 
yang baik. Agar dapat tercapainya tujuan tersebut maka Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya harus sesuai 
dengan prosedur, visi, dan misi yang telah ditetapkan. 
Pencapaian suatu target yang telah ditetapkan dalam bidang kependudukan 
dan pencatatan sipil merupakan pencapaian target yang berdasarkan pada 
pengajuan permohonan pelayanan oleh masyarakat. Pelayanan dikatakan  baik  
apabila suatu organisasi pelayanan publik dapat melayani masyarakat secara 
 baik dan optimal. Sedangkan bentuk pelayanan dikatakan buruk  apabila pihak 
penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan bentuk pelayanannya 
secara maksimal. 
2. Responsivitas, adalah kemampuan organisasi dalam mengenali, merespon 
bentuk kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas kegiatan  
pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai 
dengan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas  
menunjukan pada keselarasan antara program-program dan kegiatan 
pelayanan publik dengan melihat kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Respon 
yang diharapkan masyarakat adalah daya tanggap Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara 
cepat, tepat dan tanpa prosedur yang terbelit-belit, dengan menerapkan waktu 
standar pelayanan minimal. 
3. Kualitas pelayanan, merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 
organisasi pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah seharusnya melakukan pelayanan  
yang  optimal  sesuai  dengan  prosedur-prosedur yang  telah ditetapkan  oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kualitas pelayanan yang diberikan 
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat seharusnya 
 dapat berjalan dan terealisasikan secara menyeluruh kedalam    jenis-jenis 
produk pelayanan jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
40
 
Prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh organisasi pelayanan publik di 
dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:
 41
 
a. Kesederhanaan prosedur pelayanan publik yang tidak terbelit-belit, mudah 
dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. 
b. Kejelasan mengenai persyaratan-persyaratan administratif prosedur 
permohonan pelayanan, serta kejelasan unit kerja yang berwenang 
bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian persoalan 
dalam proses pelaksanaan pelayanan. 
c. Kepastian hukum dan Keamanan, proses serta produk pelayanan publik 
memberikan rasa aman dan mampu menjanjikan kepastian hukum yang 
akurat. 
d. Akurasi, hasil dari produk pelayanan publik dapat diterima masyarakat 
dengan benar, tepat, dan sah. 
e. Tanggung jawab pimpinan sebagai penyelenggara pelayanan publik atau 
pejabat yang bertanggung jawab serta mampu menyelesaikan keluhan atau 
persoalan dalam melaksanakan kegiatan publik. 
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 f. Kelengkapan  sarana  dan  prasarana  serta   alat-alat   pendukung lainnya 
sebagai penunjang kegiatan pelayanan publik, termasuk sarana dan prasarana 
komputerisasi dan informatika. 
g. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan yang harus diterapkan bagi semua 
pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. 
h. Kenyamanan dan ketertiban dalam lingkungan dinas sebagai wujud 
keutamaan dari kenyamanan masyarakat. 
 
 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
 Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
menjelaskan, bahwa pelayanan publik sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan 
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
42
 Terkait  
dengan pembahasan penulis tentang  pelayanan publik, dalam skripsi ini penulis 
mengangkat dasar hukum perundang- undangan tentang  pelayanan publik pada 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik lebih spesifiknya 
pada Pasal 4, yaitu membahas tentang kualitas pelayanan publik yang baik itu seperti 
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 apa. Berikut bunyi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik pada Pasal 4: 
 Penyelenggara pelayanan publik berasaskan:
 43
 
a. Kepentingan umum ialah bahwa  dalam  pemberian  pelayanan 
publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau 
golongan. 
b. Kepastian hukum ialah adanya  peraturan  perundang-undangan yang 
menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan 
kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. 
c. Kesamaan hak dan kewajiban ialah bahwa dalam pemberian 
pelayanan publik tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan 
suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 
d. Keseimbangan hak dan kewajiban ialah dimaksudkan bahwa 
pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus 
dilaksanakan baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.  
e. Keprofesionalan ialah bahwa  aparat  penyelenggara  pelayanan 
harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. 
f. Partisipatif ialah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memerhatikan aspirasi, 
kebutuhan dan harapan masyarakat. 
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif ialah tidak membeda-
bedakan antar sesama masyarakat. 
h. Keterbukaan ialah bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan 
mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan 
yang diinginkan. 
i. Akuntanbilitas ialah dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; cukup jelas 
k. Ketepatan waktu 
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 
 
2.  Konsep Fiqh Siyasah 
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 A. Pengertian Fiqh Siyasah 
Istilah fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang 
terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis,  fiqh merupakan 
bentuk mashdar dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman 
yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau 
tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis,  fiqh lebih populer didefinisikan 
sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara‟yang bersifat perbuatan yang 
dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. 
44
  
Adapun Al siyasah berasal dari kata خسبٍسَّس٘سٌَّسَّ بسَّ  yang berarti mengatur, 
mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, 
sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, siyasah adalah pengurusan 
kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara‟. 
Definisi lain dari Ibn Qayyim dalm Ibn „aqil menyatakan: "Siyasah adalah 
segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih 




Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa,  fiqh 
siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-
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 beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada 
khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang 
kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan 
kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang 
mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 
dijalaninya. 
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah  
 Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan ilmu 
haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan 
metodenya. Fiqh Siyasah adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu 
fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu fiqh  
mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, 
muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara 
pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan 
trakta. 
 Objek kajian  fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa 
saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara  dengan lembaga Negara, 
hubungan dengan Negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-
pengaturan lain yang dianggap  penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta 
kebutuhan Negara tersebut.  
  Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang 
lingkup kajian  fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang 
membagi  menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu 
prinsipil. Menurut Imam Al- Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan 
fiqh siyasah-nya yaitu Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan 
ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:
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1. Siyasah Dusturiyyah (Tentang Peraturan Perundangan-undangan) 
2. Siyasah Maliyyah (Tentang Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter) 
3. Siyasah Qadla‟iyyah (Tentang Kebijaksanaan Peradilan) 
4. Siyasah Harbiyyah (Tentang Politik Peperangan) 
5. Siyasah „Idariyyah (Tentang Kebijaksanaan Administrasi Negara) 
 Sedangkan menurut Ibn Tamiyyah, dalam kitabnya membagi ruang lingkup  
fiqh siyasah adalah sebagai berikut:
47
 
1. Siyasah Qadla‟iyyah (Peradilan) 
2. Siyasah „Idariyyah (Administrasi Negara) 
3. Siyasah Maliyah (Keuangan atau Ekonomi) 
4. Siyasah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah (Hubungan Luar Negeri) 
                                                             
 46 Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah 
(Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2007), h.13 
 47 Ibn Taimiyyah, Al-Siyasah Al-Syar‟iyat fi islah al Ra‟iyat, dar Al-Kutub al Arabiyat, 
(Beirut, 1996), h.4.   
  Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat fiqh siyasah adalah membuat 
peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai 
dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia 
dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
48
 Dan Abdul Wahhab Khaliaf 
mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:
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1. Siyasah Qadla‟iyyah (Kebijaksanaan Peradilan) 
2. Siyasah Dauliyyah (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri) 
3. Siyasah Maliyyah (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara) 
 Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan 
bahwa objek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala 
urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa 
syari‟ah  yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan 
suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari‟ah aman yang tetap.50 Dan Hasby 
membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:
51
  
1. Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan 
perundangan-undangan) 
2. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan tentangan penetapan hukum) 
3. Siyasah Qadla‟iyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan peradilan) 
                                                             
 48 Abdul Wahhab Khallaf, al-Siyasat al-Syar‟iyat, Dar al-Anshor, (Qahirat, 1977), h.5. 
 49 Ibid. h.67.   
 50 Hasby Ash Shaddieqy, Pengantar Siyasah Syar‟iyyah, (Yogyakarta: Madah), h.28 
 51 H.A Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana, 2017), h.30  
 4. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter) 
5. Siyasah „Idariyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan administrasi negara) 
6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan hubungan 
luar negeri atau internasional) 
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (politik pelaksanaan undang-undang) 
8. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (politik peperangan) 
 Menurut Sayuthi Pulungan fiqh siyasah dibagi menjadi empat bagian yakni: 
1. Siyasah Dusturiyyah (Perundang-undangan) 
2. Siyasah Maliyyah (Keuangan Negara) 
3. Siyasah Dauliyyah (Hubungan Luar Negeri) 
4. Siyasah Harbiyyah (Peperangan) 
 Siyasah Dusturiyyah  adalah bagian Fiqh Siyasah  yang membahas masalah 
perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-
undang itu mengacu terhadap konsitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip 
Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur‟an dan yang 
dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun 
berbagai macam hubungan yang lain.
52
   
 
C.  Pelayanan Publik dalam Fiqh Siyasah 
                                                             
 52 Yusuf al-Qardhawi, Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur‟an dan Sunnah Alih Bahasa 
kathun Suhadi, h.46-47  
  Pelayanan publik tidak terlepas dari sosok Aparatur Sipil Negara sebagai 
pelaksana pelayanan publik di Indonesia. Kesuksesan aparatur sipil Negara sebagai 
pelaksana pelayanan publik tidak terlepas dari kinerja atau prestasi kerja dalam 
melaksanakan pekerjaannya, sejauh mana keberhasilan sesorang atau organisasi 
dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “level of performance”. Biasanya orang 
yang level of performance tinggi disebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang 




 Sebagaimana Firman Allah Q.S Al-Ahqaaf (46) 19:  
 َّ وُِنى ٗهََّّ ذٰج هسهدَّب  َ ٍَِّّا ْ٘ ُي َِ هػََّّ  ٌَّْۚ ُ ٖه ٍِّف ٘ه ٍُِى ٗهٌََّّْ ُ ٖهىب َه ْػهاٌََّّْ ُٕ ٗهََّّ هلََُّّه ْ٘ َُ هيُْظٌَّ﴿۹٩﴾  
 Artinya “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang 
 telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal  perbuatan 




 Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan 
manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang 
melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik bagi 
organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan 
memberikan keuntungan bagi organisasinya. 
                                                             
 53 Moh As‟ud, Psikologi Industri, ( Jakarta: PT. Rieka Cipta, 1991), h.48 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2015) h.504 
  Aparatur Sipil Negara disini sebagai pelaksana pelayanan publik di Indonesia di 
dalam fiqh siyasah diistilahkan dengan tabi‟in (pengikut). Dimana tabi‟in diwajibkan 
untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh ulil amri 
(Pemimpin). Sebagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan aturan-
aturan tata terbib dengan tujuan segala tingkah lakunya berjalan sesuai dengan aturan 
yang ada. Apabila sesorang tidak dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, 
maka waktu itu akan membuat kita sendiri sengsara, oleh karena itu hendaknya dapat 
menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan baik termasuk di dalam bekerja. 
Islam memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten terhadap peraturan Allah yang 
telah ditetapkan 
 Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa pelayanan publik yang sukses 
ialah yang melaksanakan tugas sebagai pengikut atau abdi negara sesuai dengan 
syariat Islam dan segala sesuatu yang di kerjakan sesuai dengan tuntutan Al-Qur‟an 
dan sunnah adalah ibadah. 
 Sebagaimana Firman Allah Q.S Al-A‟raaf (7) 39: 
        َّ وْضهفَّ ِْ ٍِ َّبهٍْْ هي هػَّ ٌْ ُنهىَّ ُه ب همَّب َه هفَّ ٌْ ُٕا هشُْخِلَِّ ٌْ ُٕ هلُٗأَّْذهىبهق ٗه  
﴾٩٩﴿َُّه ُ٘جِسْنهرَّ ٌْ ُزْْ ُمَّب َه ِثَّ هةا هز هؼْىاَّاُ٘قُٗزهف  
 Artinya “dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antar mereka 
 kepada orang-orang yang kemudian: “kamu tidak mempunyai kelebihan 
  atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu 
 lakukan”(QS Al-A‟raaf: 39)55 
 Ayat di atas menjelaskan bahwasannya segala kelebihan hanya milik Allah, oleh 
karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja, karena pekerjaan merupakan 
proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan kita terima. Dalam 
konteks ini, pekerjaan tidak hanya besrsifat ritual dan ukhrowi, akan tetapi juga 
merupakan pekerjaan sosial bersifat duniawi. 
D.   Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik dalam Fiqh Siyasah 
 Sebagai pelayan publik yang baik tanpa pandang bulu dituntut memiliki 
intregitas tinggi dalam bekerja, sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. 
Aparatur sipil negara sebagai pelaksana dan merumuskan kebijakan publik dengan 
memprioritaskan kepentingan publik, bertugas mempererat dan mempersatu bangsa, 
sehingga menciptakan suasana yang kondusif, nyaman dan damai dilingkungan 
pelayanan publik.  
 Sumber daya manusia yang berkinerja dengan baik akan memudahkan perangkat 
pemerintahan mencapai visi, misi, dan tujuannya. Faktor sumber daya manusia ini 
merupakan elemen yang penting untuk diperhatiakn oleh perangkat pemerintahan, 
karena sumber daya manusia dengan kinerja yang baik diperlukan dalam menunjang 
keberhasilan pelaksanaan organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia dengan 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2015) h.155 
 
 kinerja yang baik maka akan sulit bagi sebuah perangkat pemerintahan untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
 Dalam ajaran Islam, sikap prefesional itu dapat dikaitkan dengan pengertian 
“itqon” yang berasal dari kata yang seakar dengan “taqwa” yang dalam bahasa arab 
diartikan sebagai rapi dan paripurna dalam sesuatu yang memerlukan keahlian. 
Dalam salah satu hadits Nabi dikatakan:  
ََُّّ ٔهِْقُْزٌَّ ُْ هأًَّل َه هػَّ ٌْ ُمُذ هحهأَّ هو َِ هػَّا هِرإَّ  تَُِّحٌَّىهىب هؼهر ٗه َّ هك هسبهجهرَّهاللَّ  ُ ِإ 
)خثئبػَِّػًَّقٍٖجىآَّاٗس( 
 Rasulullah s.a.w. bersabda: “sesungguhnya Allah SWT mencintai jika 
 seorang dari kalian bekerja, maka ia itqan (profesional) dalam 
 pekerjaannya.” (HR Baihaqi dari „Aisyah r.a)56 
 
 Pengertian “itqon” ini tidak lain identik dengan pengertian profesional dalam 
pengertian ilmu manajemen modern. Hanya dengan sikap itqon itulah sesuatu 
pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Karena itu, prinsip 
profesionalisme ini sangat ditekankan dalam praktik didunia modern dewasa ini.
57
 
                                                             
 56 Terjemahan Hadits Baihaqi Jilid I, (Jakarta: Penertbit Widjaya, 1992), h.104 
 57 Jimmly Asshiddiqie, Peranan Islam dalam Membangun Pemerintahan yang Bersih dan 
Berwibawa, (Orasi dalam rangka Silaturrahim Dewan Dakwan Islamiyah Indonesia (DDII), di Jakarta, 
Ahad, 25 Sepember, 2011), h.72 
  Dalam sikap Profesional Pelayanan Publik dituntut untuk mematuhi ketentuan 
dan ketaatan pada pemimpin (ulil amri). Hal ini telah disampaikan pada firman Allah 
SWT Q.S An-Nisa (4) 59 tentang ketaatan pada pemimpin. 
 َّ ُْ ِئهفََّّۖ ٌْ ُنْْ ٍِ ِش ٍْ هْلِاًَِّىُٗأ ٗه َّ ه ُ٘س  شىاَّاُ٘ؼٍِطهأ ٗه َّه  اللَّاُ٘ؼٍِطهأَّاُْ٘ ٍه آَّ ِه ٌِز ىاَّبه  ٖ ٌهأَّبهٌ
َّ ًِ ْ٘ هٍْىا ٗه َِّ  للَِّبثَّ ُه ُْ٘ ٍِ ُْؤرَّ ٌْ ُزْْ ُمَّ ُْ ِإَِّهُ٘س  شىا ٗه َِّ  اللَّىهِىإَُّٓٗ  دُشهفَّ  ء ًْ هشًَِّفَّ ٌْ ُزْػ هصبه ْهر
)٩٩(ًََّّلٌِٗ
ْأهرَّ ُِ هسْحهأ ٗه ََّّ ْشٍ هخَّ هِلى
ٰهرَّ َِّشِخ َْ ا 
 Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
 Rasul(nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
 pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) 
 Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
 kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
 akibatnya”.(QS An-Nisaa: 59)58 
 
  Sikap profesional akan menentukan hasil dari pekerjaan yang ia lakukan, apabila 
ia melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan menjalankannya 
dengan baik, maka dia akan mendapatkan balasan apa yang sesuai ia kerjakan, jika ia 
mengerjakan pekerjaan sesuai dengan aturan maka ia akan mendapatkan hasil yang 
baik pula, dan bila ia mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan maka hasil 
yang di dapatkan juga tidak akan baik hasilnya. Hal ini dijelaskan dalam Islam yang 
terdapatkan pada Q.S Al-Zalzalah (99) 7-8: 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2015) h.87 
 
 )٨(َُّٓ هشهٌَّا ًّش هشَّ ح  سهرَّ ه بهقْث ٍِ َّْو َه ْؼهٌَّ ِْ ٍه ٗه  )٧(َُّٓ هشهٌَّاًشٍْ هخَّ ح  سهرَّ ه بهقْث ٍِ َّْو َه ْؼهٌَّ ِْ َه هف 
 Artinya 7) “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 
 niscaya  akan melihat (balasan)nya”. 8) “Dan barang siapa yang 
 mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat”. 




 Dalam fiqh siyasah  pelaksana pelayanan publik dapat di istilahkan sebagai 
tabi‟in (pengikut), dan kepala negara di istilahkan sebagai ulil amri (pemimpin). Taat 
kepada ulil amri adalah kewajiban dari tabi‟in atas perintah dan aturan yang dibuat 
ulil amri, tetapi tidak semua aturan dan perintah wajib diikuti dan ditaati tab‟in. 
Apabila perintah dan aturan yang dibuat oleh ulil amri dibuat untuk membawa 
kemaslahatan maka wajib hukumnya bagi tabi‟in untuk taat terhadap aturan tersebut, 
dan tidak wajib hukumnya bagi tabi‟in menaati atas aturan dan perintan yang dapat 
membawa keburukan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi: 
َّ، خهٍِصْؼ َه ِثَّ هش ٍه ُْؤٌَّ ُْ هأََّّ ِلإَّ،هِٓش هم ٗه َّ  ت هحهأَّب َه ٍِْفَُّخ هػب طىا ٗه َُّغ َْ  سىاَّ ٌِ ِيْس َُ ْىاَِّءْش َه ْىاَّىهي هػ
)يسبخثَّٓاٗس(َّهخ هػبهطَّهل ٗه َّ هغ َْ هسَّهلهفَّ، خهٍِصْؼ َه ِثَّ هش ٍِ
ُأَّ ُْ ِئهف 
 “Seorang muslim wajib mendengar dan taat terhadap perintah yang 
 disukai maupun tidak disukainya. Kecuali bila diperintahkan mengerjakan 
 kemaksiatan, maka ia tidak wajib mendengar dan taat” (HR Bukhari)”60 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2015) h.599 
 60 Terjemahan Hadits Shahih Bukhari Jilid I, (Jakarta: Penerbit Widjaya, 1992), h.143  
  Secara kontekstual hadits diatas dapat diartikan dalam berbagai dimensi. Dalam 
sebuah komunitas, masyarakat dan agama setiap manusia memiliki sistem yang 
mengatur mereka wajar sebagai bagian dari sistem tersebut untuk mematuhi aturan-
aturan yang berlaku. Namun ketaatan tersebut tidak serta merta menjadi sikap yang 
selalu taklid terhadap pemimpin. Dalam Islam diajarkan tidak diperbolehkan taat atau 
mematuhi pemimpin kecuali dalam batas-batas yang telah dijelaskan Allah dalam Al-
Quran dan Hadits bahwa tidak wajib mematuhi seorang pemimpin melainkan karena 
Allah. 
 Islam adalah agama yang meletakan dan menekankan nilai-nilai profesionalitas 
dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya, lantaran profesional juga 
merupakan ciri implementasi dari tingkatan seseorang yang mencapai maqam 
(tingkatan) ihsan. 
 Disisi lain kepemimpinan dipandang sebagai amanah perkara berat yang kelak 
dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah. Demikian beratnya sampai-sampai 
alam. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Azhab (33) 72: 
َّبه ٖهْْي َِ ْحهٌَّ ُْ هأَّ ِه ٍْ هثهأهفَِّهبهجِجْىا ٗه َِّضْسهْلِا ٗه َِّدا ٗه ب َه  سىاَّىهي هػَّهخهّب ٍه هْلِاَّبهْْض هش هػَّب ِّإ
)٢٧( ًَّلُٖ٘ هجَّب ًٍ ُ٘يهظَّ ُه ب همَُّ  ٔ ِّإََّّۖ ُ ب هسّْ ِْلْاَّبه ٖهي َه هح ٗه َّبهْْٖ ٍِ َّ ِه ْقهفْشهأ ٗه  
 “Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi 
 dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu 
 dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu 
  oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat 
 bodoh”.(QS Al-Ahzab: 72)61 
 Dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya juga dijelaskan dalam hadits 
Bukhari yang berbunyi:  
َُّذْج هػبه ْهث  ذ هحََِّّ  اللََُِّّ ْثََّّهخ َه هيْس ٍهََِّّْ هػََّّ ِلىب ٍهََِّّْ هػََِّّذْج هػََِّّ  اللََِِّّ ْثََِّّْ هػ سبهٌِْدََِّّذْج هػََِّّ  اللََِِّّ ْثََّّهش َه ُػَّ
َّ ُ هأََّّه ُ٘س هسََِّّ  اللَّى ي هصََُّّ  اللََِّّٔ ٍْ هي هػٌََّّه  ي هس ٗهََّّه بهقََّّ هلهأٌََّّْ ُن يُمََّّ عا هسٌََّّْ ُن يُم ٗهََّّ هُ٘ئْس ٍهََِّّْ هػَّ
َِّٔ ِز ٍِػ هسََُّّشٍ ٍِ هْلِبهفَّيِز ىاَّىهي هػََِّّسب ْىاََّّ عا هسٌََّّْ ِٖ ٍْ هي هػََّّ٘ه ُٕ ٗهََّّ هُ٘ئْس ٍهٌََّّْ ُْْٖ هػََُّّوُج  شىا ٗهََّّ عا هسَّ
ىهي هػََِّّوْ ٕهأََِّّٔ ِزٍْ هثََّّ٘ه ُٕ ٗهََّّ هُ٘ئْس ٍهٌََّّْ ُْْٖ هػََُّّحهأْش َه ْىا ٗهََّّ خهٍِػا هسَّىهي هػََِّّذٍْ هثَّبهِٖيْؼهثََِِّّٓذهى ٗه ٗهًََّّه ِٕ ٗهَّ
َّ خهىُ٘ئْس ٍهٌََّّْ ُْْٖ هػََُّّذْج هؼْىا ٗهََّّ عا هسَّىهي هػََِّّهب ٍهََِّّذٍِّ هسََّّ٘ه ََِّّٕ٘ه ََُّّٕ هُ٘ئْس ٍهََُّّْْٔ هػٌََّّْ ُن يُنهفََّّ عا هسَّ
)ٌيسٍَّيسبخثَّٓاٗس(ََِّّٔ ِز ٍِػ هسََِّّْ هػََّّ هُ٘ئْس ٍه ٌََّّْ ُن يُم ٗه  
 Ibn umar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: 
 setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas 
 kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung 
 jawaban perihal rakyat yang dipimpinya. Seorang suami akan ditanya 
 perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara 
 rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan 
 tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang 
 bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal 
 yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta 
 pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya. (HR. Bukhari)
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 Pada dasarnya, hadits di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. 
Dalam hadits ini dijelaskan bahwa etika yang paling pokok dalam kepemimpinan 
adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup dimuka bumi ini disebut sebagai 
pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggung jawab, 
sekurang-kurang terhadap dirinya sendiri. Seorang suami betanggung jawab atas 
istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan 
bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada 
bawahannya dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada 
rakyat yang dipimpinnya. 
 Keberhasilan pelayanan publik secara kuantitas maupun kualitas memerlukan 
perhatian dan keseriusan dari aparatur sipil negara itu sendiri untuk dapat 
meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menunjang keberhasian suatu 
pemerintahan atau lembaga tertentu.  
 Adapun upaya meningkatkan pelayanan yang sinergis, setiap pelayan publik atau 
apaatur sipil negara dituntut untuk dapat bersikap itqan (profesional) dalam 
melakukan setiap pekerjaan dan mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan oleh 
ulil amri sebagimana yang tertuang dalam Surat An-Nisaa ayat 59 yaitu ketaatan 
kepada pemimpin untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut. 
 Kinerja Aparatur Pemerintahan ini yang diharapkan mengalami adanya 
perubahan ke arah yang lebih baik dengan adanya prinsip-prinsip Good Governance, 
khususnya dalam memberikan pelayanan masyarakat.      
 B. Tinjauan Pustaka 
 Dalam suatu penelitan diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah 
ada sebelumnya (penelitian terdahulu) untuk menjadi referensi dalam 
memperkaya bahan kajian pada penelitian yang dilakukan penulis. 
 Tinjauan pustaka ini memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang 
memiliki obyek kajian yang hampir sama yakni membahas tentang pelayanan 
publik. Yang diantaranya sebagai berikut:   
 Karya yang membahas tentang pelayanan publik adalah jurnal karya Mordani 
Fauzi Ardi yang berjudul “Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kota Padang Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan” 
dalam jurnal ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 




 Jurnal karya Yulia Neta yang berjudul “Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah 
Kota Bandar Lampung” dalam jurnal ini membahas tentang kemampuan teknis, 
kemampuan konseptual dan kemampuan sosial dari aparatur pemerintah Kota 
Bandar Lampung dalam melayani masyarakat, dan fokus jurnal ini pada Undang-
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 Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap 
Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Semarang” karya Nur Nisya Safitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Dian Nuswantoro Semarang. Perbedaan dalam skripsi ini menjelaskan tentang 
pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang serta penjabaran umumnya 
mengenai kinerja pelayanan publik yang baik terhadap kepuasan masyarakat.
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 Skripsi yang berjudul “Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dalam 
Meningkatkan Kepuasan Kepada Masyarakat Studi Kecamatan Grobogan 
Kabupaten Grobogan” karya Dwi Jatmiko Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Fokus skripsi ini hanya pada tingkat 
kepuasan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan KTP dan pengaruh 
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 BAB III 
PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG 
 
A. Sekilas Tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
 Jika berbicara mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal 
paling utama yang kita kenali adalah tempat untuk mengurus segala urusan 
kenegaraan di dalam suatu daerah, khususnya di negara Indonesia. Akan tetapi, dalam 
fokus penulis kali ini adalah tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Bandar Lampung yang bertempat di Jl. Dokter Susilo No. 1A.  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sendiri 
adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala dinas yang 
berada di bawah dan tanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah. 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung mempunyai tugas 
pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam 
Kependudukan dan Pencatatan  Sipil, serta tugas pembantuan di Kota Bandar 
Lampung.  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  ialah merupakan  unsur  pelaksana 
Otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas Drs. A. Zainuddin, M.A.P yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekertaris daerah. Dinas kependudukan 
dan pencatatan sipil memiliki pegawai yang berjumlah 95 yang terdiri dari 61 
 Pegawai Negeri Sipil dan 34 tenaga kontrak. Tugas pokok dari Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintah daerah dibidang 
kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan. 
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 
menyelenggarakan kewenangan pemerintah dalam bidang kependudukan dan 
pencatatan  sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: 
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1. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
2. Perumusan kebijakan teknis dalam melaksanakan tugas di bidang 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. 
3. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. 
4. Pengelolaan data statistik kependudukan dan pencatatan sipil. 
5. Koordinasi pengelolaan administrasi kegiatan dan program administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil. 
6. Pendataan dan penerbitan akta-akta kependudukan dan pencatatan sipil. 
7. Penyelenggaraan informasi, sosialisasi, dan pelayanan publik di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil. 
8. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kependudukan dan pencatatan 
sipil. 
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 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
 Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:
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1. Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang memberikan 
kepuasan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan terjangkau. 
2. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dalam mengelola data 
kependudukan. 
3. Terwujudnya    partisipasi    masyarakat    dengan   adanya   sosialisasi 
administrasi kependudukan maka masyarakat semakin paham akan arti 
pentingnya administrasi kependudukan. 
4. Terwujudnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan. 
Ada beberapa  dasar  hukum  yang  melandasi  hukum  penyelanggaraan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, diantaranya:
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1. Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan 
2. Undang-undang  Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- 
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 
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 4. Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyususnan 
penetapan standar pelayanan 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang peraturan pemerintah 
pelaksana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 
6. Perpres Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan 
tata cara pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil  
7. Perpres Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP 
berbasis NIK secara Nasional disahkan pada tanggal 19 Juni 2009 
8. Perpres Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas 
Perpres Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP 
berbasis NIK secara Nasional disahkan pada tanggal 25 Mei 2010 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman 
penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional 
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/4141/SJ tanggal 13 
Oktober 2010 tentang pelaksanaan program penerapan e-KTP di 
Kabupaten/Kota 
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/296/SJ tanggal 29 Januari 
2016 tentang KTP-el yang diterbitkan pertama sejak tahun 2011 yeng tertera 
masa berlakunya, pada hakikatnya berbeda seumur hidup/tidak perlu diganti, 
bila tidak ada perubahan 
 12. Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas 
Anak (KIA), bahwa semua anak yang berusi 1 hari sampai 17 tahun kurang 1 
hari diwajibkan memiliki KIA 
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2016 tentang tugas 
fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 
Lampung  
14. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 81/IV.29/HK/2010 tanggal 1 
Oktober 2010 tentang pelayanan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, 
Akta Kematian, Akta Perceraian dan Akta Pengakuan Anak secara gratis bagi 
masyarakat di wilayah Kota Bandar Lampung TMT 1 Oktober 2010 s/d 
sekarang 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung juga mempunyai 
standar operasional pelayanan (SOP) yang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 09 
Tahun 2016 sebagai berikut:
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Standar Operasional Pelayanan 
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1. Visi Misi, dan Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 
 Dalam mewujutkan Program Pemerintah Kota Bandar Lampung yang baik, 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil selaku Badan yang melaksanakan 
pelayanan langsung kepada Masyarakat memiliki Visi dan Misi Serta Motto sendiri, 
adapun Visi dan Misi serta Motto dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil 
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  Visi  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  yaitu “Terwujudnya 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pecatatan Sipil Terbaik di Kota 
Bandar Lampung” 
b. MISI 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana 
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja dalam dalam 
pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  
3. Penyelengaraan tertib administrasi kependudukan dan pengelolaan data 
kependudukan dan profesional  
4. Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan 
sipil terhadap masyarakat sesuai standar pelayanan  
5. Meningkatkan keakuratan database kependudukan Kota Bandar Lampung 
6. Penerapan peningkatan cakupan pembuatan dokumen kependudukan dan 
pencatatan sipil di Kota Bandar Lampung 
c. MOTTO 
 Selain VISI dan MISI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  dalam 
melakukan pelayanan kepada Masyarakat memiliki Motto “Kami Siap Menerima 
Kritik dan Saran jika pelayanan kami kurang memuaskan” 
2. Fungsi dan tugas berdasarkan struktur di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung 
  Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2008 
tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 
Kota Bandar Lampung. Adapun penjabaran secara singkat antara lain sebagai berikut: 
a. Perumusan  kebijakan  teknis  dibidang  Kependudukan  dan  Catatan Sipil 
b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan 
tugasnya 
c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan 
fungsinya. 
Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil:
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a. Kepala Dinas 
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Bandar Lampung 
mempunyai tugas memimpin, mengorganisasi dan melaksanakan  sebagian  urusan  
pemerintahan  daerah  di  bidang kependudukan   dan   pencatatan   Sipil, sesuai   
dengan   peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan 
oleh Walikota. 
b. Sekretariat 
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  Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang 
kesekretariatan, dan sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Bagian sekretariat membawahi: 
1. Sub bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi 
2. Sub bagian umum dan kepegawaian 
3. Sub bagian keuangan 
c. Bidang Pendaftaran Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan. 
 Bidang Perencanaan dan Perkembangan Penduduk memiliki Tugas Dinas 
dibagian Perencanaan, Perkembangan, dan Pengawasan Kependudukan. Bagian 
Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan membawahi: 
1. Seksi Perencanaan kependudukan 
2. Seksi Perkembangan Kependudukan 
3. Seksi Pengawasan Kependudukan 
d. Bidang Pendaftaran Penduduk. 
 Bidang Pendaftaran penduduk memiliki tugas melaksanakan tugas 
penyusunan  kebijakan  pelaksanaan  penyelenggaraan  pendaftaran penduduk dan 
penerbitan dokumen kependudukan. Bidang pendaftaran Penduduk membawahi: 
1. Seksi Registrasi Kependudukan 
2. Seksi Penetapan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan 
3. Seksi Pengendalian dan Pelaporan Kependudukan.  
 e. Bidang Pencatatan Sipil. 
 Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas pencatatan 
sipil meliputi Pencatatan, Pendaftaran, dan Penerbitan Akta. Bidang Pencatatan 
Sipil Membawahi: 
1. Seksi Registrasi Pencatatan Sipil 
2. Seksi Penepatan dan Penerbitan Dokumen Pencacatan Sipil 
3. Seksi Pengendalian dan Pelaporan Kependudukan 
f. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 
 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi 
Kependudukan meliputi pengelolaan data, informasi dan penyuluhan, dokumentasi 
dan pelaporan. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
Membawahi: 
1. Seksi Pengelolaan data 
2. Seksi Informasi dan Penyuluhan 
3. Seksi Dokumentasi dan Evaluasi  
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.    
Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang senior selaku ketua kelompok yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. 
 B. Jenis-Jenis Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Bandar Lampung 
 
 Kewajiban  pemerintah   adalah  memberikan  pelayanan  publik  yang 
menjadi hak setiap warga negaranya ataupun memberikan pelayanan kepada 
warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban 
pemerintah maupun hak setiap warga negara pada umunya disebutkan dalam 
konstitusi suatu negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada 
masyarakat  dapat  di bedakan dalam beberapa jenis pelayanan yang ada di 
disdukcapil Kota Bandar Lampung yaitu: 
a. Standar pelayanan penerbitan kartu keluarga 
b. Standar pelayanan KTP-el 
c. Standar pelayanan kartu identitas anak (KIA) 
d. Standar pelayanan surat keterangan pindah datang WNI 
e. Standar pelayanan surat keterangan tempat tinggal WNA 
f. Standar pelayanan kutipan akta kelahiran  
g. Standar pelayanan kutipan akta perkawinan 
h. Standar pelayanan kutipan akta kematian 
i. Standar pelayanan kutipan akta perceraian 
j. Standar pelayanan kutipan akta pengakuan anak dan pengesahan 
anak 
k. Standar pelayanan kutipan akta pengangkatan anak  
l. Standar pelayanan catatan pinggir 
m. Standar pelayanan penerbitan pelaporan perceraian luar negeri 
n. Standar pelayanan penerbitan pelaporan perkawinan 
o. Standar pelayanan penerbitan pelaporan kematian 
p. Standar pelayanan legalisasi dokumen kependudukan 
  
C. Sumber Data Wawancara (Tanggapan Masyarakat tentang Pelayanan 
Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 
Lampung) 
 
 Mengenai sumber data wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, 
penulis menemukan beberapa para narasumber yang menjadi salah satu objek 
penelitian dalam mencari sebuah kebenaran yang ada di lapangan, beberapa 
diantaranya: 
1. Salah seorang Narasumber asli Kecamatan Kedamaian Kota Bandar 
Lampung yang bernama Ibu Ni Gusti Putu Tri Wahyuni memberikan 
penulis berupa penguat informasi tentang kinerja pelayanan publik di 
kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. 
Setelah ditanya tentang bagaimana sistem pelayanan publik yang ada di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, disaat 
beliau ditanya, beliau hendak melakukan berubah status, agama dan 
alamat pada KTP-el: 
 ”Pelayanan disini agak lama soalnya banyak orang yang datang 
ngurus-ngurus setiap hari, bisa sampe 100 orang yang mengantri 
perubahan status, surat pindah pokoknya tentang kartu keluarga, padahal 
baru jam 11.00 jadi ya antri nya lama mbak kan satu-satu dilayaninnya, 
jadi ya gitu mbak sabar-sabar aja”73 
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 2. Seorang karyawan swasta yang bernama Rosi Dona Simatupang, beliau 
bertempat tinggal di perumahan Way Kandis Kota Bandar Lampung. 
Beliau hendak mengurus perubahan kartu keluarga kakaknya: 
 “saya sampe izin dulu dari kantor karena mau ngurus ini ternyata pas 
disini perubahan kartu keluarga kalo mau cepat tidak boleh diwakilkan, 
syaratnya ternyata bukan kk dan KTP aja pake buku nikah jadi ya saya 
mesti bolak-balik ngelengkapi pesyaratannya, jadi saya harus menunggu 
dulu 3 hari baru selesai, kakak saya itu di Lampung Barat mbak 
domisilinya sekarang kalo mau buat kartu keluarga disana harus minta 
surat pengatar pindahnya dari sini”74 
3. Ada seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung yang 
bernama Della Anderesta Marepa yang bertempat tinggal di Kemiling 
Kota Bandar Lampung. Ketika ditanya tentang sistem pelayanan publik 
yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Bandar Lampung, beliau berkata: 
 “sistem pelayanan disini sudah lumayan bagus semenjak tahun 
kemarin. Akan tetapi, fasilitas yang kurang memadai di kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung bisa jadi 
menurut saya adalah faktor kelambatan dan hambatan untuk melayani 
masyarakat dengan baik. Seperti contohnya mbak bisa lihat sendiri, ruang 
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 tunggunya sudah diberikan bangku akan tetapi masih banyak yang berdiri, 
belum lagi tangga untuk kelantai dua kurang lebar jadi gantian gitu kalo 
mau turun naik, dan juga banyaknya masyarakat yang datang di kantor ini 
bisa dikatakan membludak, wajar karena kantor ini kantor pusat, apalagi 
sekarang masih tahap renovasi jadi ya harap maklum saja kalo loketnya 
pindah-pindah dan harus banyak sabar kalau sistemnya agak lambat. 
Setidaknya mereka sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat 
dengan kondisi yang seperti ini”75 
 
D. Sumber Data Wawancara dari Pihak Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung 
 
 Berdasarkan keterangan beberapa masyarakat pengadu yang 
mengalami hal serupa seperti pembahasanya sebelumnya, di jelaskan oleh Ibu 
Siti Supiah selaku Sekretaris di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Bandar Lampung tentang beberapa kendala yang mungkin terjadi 
di kantor: 
 “selama ini, kami dari pihak kantor sudah memberikan pelayanan yang 
sekiranya mempermudah dalam melayani masyarakat. Memang sebuah 
kekurangan di kantor itu sesuatu yang sudah pasti adanya dan asumsi 
masyarakat juga bermacam-macam, tapi kami sudah berusaha semaksimal 
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 mungkin untuk melayani masyarakat dan memperbarui sistem pelayanan kami 
menjadi lebih baik dari sebelumnya”76 ujar beliau. 
 Hal ini memang dibuktikan dengan adanya beberapa akses-akses pelayanan 
yang diberikan oleh pihak kantor kepada masyarakat untuk mempermudah proses 
pelayanan, seperti program 3 in 1 dan program one day service yang belum pernah 
ada pada inovasi yang diberikan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Bandar Lampung yang lalu. 
 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung 
menjelaskan bahwa: 
 “Dari pihak Disdukcapil telah memberikan pelayanan sesuai prosedur yang 
telah ditetapkan dan menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dalam 
memberikan layanan terhadap masyarakat. Mengenai keluhan masyarakat terhadap 
layanan publik di Disdukcapil, menurutnya hal tersebut  tidak  menjadi permasalahan 
yang besar dikarenakan dari penduduk Lampung  sekitar  ±2,2  juta  jiwa tidak 
seluruhnya komplain. Hanya segelintir masyarakat saja yang jumlahnya  mungkin  
hanya 1 sampai 5 orang saja yang komplain dan hal tersebut masih tergolong wajar. 
Selain itu petugas layanan pada Disdukcapil Kota Bandar Lampung telah 
menunjukkan etika yang baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal 
tersebut  dikarenakan  petugas layanan publik di gedung satu atap telah dibekali 
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 dengan pelatihan dan kompetensi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat sehingga tidak terjadinya suatu penyimpangan yang  tidak  diharapkan”.77 
 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung juga 
menjelaskan bahwa: 
 “Disdukcapil  Kota  Bandar Lampung telah optimal dalam memberikan 
layanan terhadap masyarakat  terkait  pelayanan publik. Hal tersebut terlihat dari 
kinerja aparatur pada Disdukcapil yang dinilai cukup memuaskan bagi masyarakat. 
Selain itu, setiap petugas layanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat 
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat meminimalisir 
penyimpangan atau perbuatan  yang tidak  diharapkan”. 
 Disdukcapil Kota Bandar Lampung memiliki peraturan disipilin kerja yang 
tergolong dalam kategori 10 Budaya Malu yaitu meliputi: 
1. Malu Datang Terlambat 
2. Malu Tidak Ikut Apel 
3. Malu Pulang Lebih Awal 
4. Malu Tidak Masuk Kerja 
5. Malu Sering Izin 
6. Malu  Tidak  Memakai  Pakaian  Tidak Sesuai Peraturan 
7. Malu Bekerja Tidak Terprogram 
8. Malu Bekerja Terbengkalai 
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 9. Malu Tidak Bertanggung Jawab 
10. Malu Tidak Bertata Krama Dan Sopan Santun 
Lalu menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar 
Lampung menjelaskan bahwa: 
“Apabila 10 budaya malu tersebut tidak dipatuhi oleh petugas layanan publik  
Disdukcapil Kota Bandar Lampung, maka akan dikenakan sanksi yang tegas terhadap 
petugas tersebut. Hingga saat ini belum pernah terjadi suatu penyimpangan yang fatal 
dilakukan oleh petugas layanan publik pada Disdukcapil Kota Bandar Lampung 
sehingga dari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada  layanan  publik biasanya 
disebabkan oleh kelalaian dari pihak masyarakat itu sendiri seperti contoh dalam 
pembuatan KTP-el, biasanya yang menjadi masalah  adalah  Data Kependudukan 
yang ganda atau sering  disebut  dengan  doubel record (perekaman ganda) dan 
masuk kedalam data biometrik. Dalam hal ini disebabkan karena masyarakat yang 
telah pindah atau keluar kota tidak melapor kepada pihak Disdukcapil Kota Bandar 
Lampung dan membuat KTP-el diluar kota kemudian membuat lagi di Bandar 
Lampung dengan berbagai macam alasan sehingga terjadinya doubel record. Selain 
itu, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam prosedur pembuatan KTP-el maupun 
KK sehingga dari pihak Disdukcapil terkesan birokratis. Masyarakat mengikuti 
prosedur yang telah ditetapkan dan data yang diberikan lengkap maka untuk 
pembuatan KTP-el atau KK akan mudah dan tidak sulit dilakukan. Selain itu, pihak 
Disdukcapil juga memiliki program seperti perubahan KK menjadi satu berkas 
dengan pembuatan Akta Kelahiran dan   program   One   Day   Service untuk 
 permohonan pembuatan KK, KTP-el, Surat Pindah, dan Akta Kelahiran  dengan  
ketentuan legalisir pukul 08.00-10.00 WIB dapat diselesaikan dalam satu hari (dapat 
ditunggu). Sedangkan permohonan yang diterima dari pukul 10.00-15.00 WIB dapat 
selesai dalam  waktu maksimal 2 hari kemudian”.78 
 Dari pernyataan tersebut menerangkan  bahwa  petugas  layanan publik pada 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung telah berupaya secara 
optimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta memberikan 
pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Selain  itu,  kesalahan-kesalahan  
yang terjadi pada layanan publik di Disdukcapil Kota Bandar Lampung disebabkan 
oleh kelalaian masyarakat pengguna layanan publik itu sendiri dan tidak mematuhi 
prosedur yang telah ditetapkan.  
Kabid Pendaftaran Penduduk menjelaskan bahwa: 
 “Pihak Disdukcapil Kota Bandar Lampung telah bekerja secara maksimal 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh 
sikap dan sopan santun petugas dalam memberikan layanan yang dinilai baik kepada 
masyarakat. Selain itu, petugas layanan publik telah memberikan kesempatan kepada 
masyarakat  untuk  dapat memberikan kritik dan saran baik melalui kotak saran yang 
telah disediakan pada gedung maupun sms/call center kepada pihak Disdukcapil guna 
perbaikan kinerja layanan publik ditengah- tengah masyarakat. Mengenai 
permasalahan yang terjadi dalam layanan publik, menurutnya kesalahan tersebut 
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 bersumber dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui 
prosedur pembuatan KTP-el dan masih banyak masyarakat yang memiliki NIK 
ganda. Mengenai kesalahan teknis yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri dapat 
di minimalisir sejauh yang bersangkutan dapat  memberikan data yang valid”.79    
 Dari keterangan tersebut petugas layanan publik pada Dinas Kependudukan 
dan Penacatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah bekerja secara maksimal  serta  
memberikan  sikap keramah-tamahan kepada masyarakat pengguna layanan publik 
sehingga dinilai baik oleh masyarakat. Petugas layanan publik memberikan pelayanan 
dengan optimal dan tanggap dalam melayani masyarakat. 
 Lalu, inovasi-inovasi yang diberikan oleh pihak kantor juga di perkuat oleh 
bapak A. Zainuddin selaku Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung: 
 “Kami  dari  pihak  disdukcapil  juga  sudah  mengoptimalkan  kinerja kami 
sebaik-baiknya untuk masyarakat, apabila masih ada masyarakat yang ngomong ini 
dan itu, mohon maklum memang tempat dan tenaga yang sudah kami berikan sudah 
maksimal. Akan tetapi, inovasi yang sudah kami berikan pada beberapa waktu ini 
telah mencapai hasil yang nyata dan lebih baik dari sebelumnya” kurang lebih begitu 
ujar beliau.  
                                                             
 
79
 Dra. Rinning Sri Astuti, M.M, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wawancara, 25 Agustus 2019 
  Jadi dalam tahapannya, pihak kantor sudah memberikan yang terbaik untuk 
masyarakat lampung yang berjumlah kurang lebih 2,2 juta orang yang bertempat 
tinggal di Bandar Lampung: 
 “Apabila terdapat suatu fasilitas baru yang memadai dan lebih banyak lagi, 
pihak kantor akan selalu siap menjadi lebih baik pula dan bisa lebih mudah dalam 
melayani masyarakat, khususnya yang pengadu disini“,80 tambah Pak Zainuddin. 
E. Data Statistik Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Bandar Lampung 
 Mengenai segi pelayanan yang diberikan oleh pihak kantor, berikut terdapat data 
perkembangan pelayanan dan perkembangan pengadu dari tahun ke tahun  di kantor  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Urusan  
administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil dilaksanakan oleh organisasi 
perangkat daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program 
pembangunan untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang 
dilaksanakan pada tahun 2018 adalah: 
1. Program penyelenggaraan administrasi kependudukan 
2. Program penyelenggaraan pencatatan sipil 
3. Program penyuluhan dan pengaduan kependudukan dan pencatatan sipil   
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  Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian 
sasaran meningkatnya  kualitas  pelayanan  publik  dengan memanfaatkan teknologi 
Informasi, dengan indikator kinerja sebagai berikut : 
1. Kepemilikan KTP-el 
 Kepemilikan KTP bukan saja merupakan pemenuhan hak  perorangan tetapi 
juga untuk keperluan tertib administrasi kependudukan.   
 Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segifisik maupun 
penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh 
Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut grafik perkembangan 
kepemilikan KTP-el: 
Gambar 3.1 
Grafik Perkembangan Penduduk ber-KTP-el 
 
 Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2018 
 Jumlah penduduk wajib KTP-el pada tahun 2018 adalah 1.668.680 jiwa. 
Sedangkan jumlah penduduk yang sudah terekam dalam KTP-el sampai dengan tahun 
2018 sebanyak 1.411.840 jiwa atau sekitar 84,01% dari jumlah wajib KTP-el. Ada 
kenaikan sebesar 1,64 % dari tahun lalu (Tahun 2017 kepemilikan KTP-el 82,37%)
81
 
Adapun kendala dalam perekaman KTP-Elektronik, antara lain : 
a. Koneksi jaringan ke data center kemendagri kurang bagus. 
b. Adanya beberapa alat perekam KTP-el yang mengalami kerusakan dan 
gangguan jaringan pada sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung 
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2014 2015 2016 2017 2018 
2014 2015 2016 2017 2018
Wajib KTP-el 1,530,790 1,583,320 1,600,960 1,667,680 1,668,680
ber-KTP-el 1,201,260 1,212,690 1,223,090 1,373,670 1,411,840
presentase 78.48% 76.59% 76.40% 82.37% 84.01%
Perkembangan Penduduk ber-KTP-el 
Wajib KTP-el ber-KTP-el presentase
 Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut yaitu: 
a. Melakukan koordinasi denegan Kemendagri apabila koneksi jaringan ke data 
center kurang bagus, agar segera teratasi 
b. Menambah alat perekam KTP-el pada tahun 2017 dan pemeliharaan peralatan 
pendukung sistem informasi administrasi kependudukan pada tahun anggaran 
berikutnya untuk mengurangi gangguan jariangan pada sistem informasi  
administrasi kependudukan 
2. Kepemilikan Kartu Keluarga 
 Di samping kepemilikan KTP-el, masing-masing keluarga perlu memiliki 
kartu keluarga untuk mendukung data kependudukan terutama bagi anggota 
keluarga yang belum wajib ber-KTP-el.  
Kegunakan kartu keluarga juga sebagai salah satu syarat untuk pembuatan 
KTP-el dimana nomor induk keluarga harus sesuai dengan yang ada di kartu 
keluarga. Perkembangan keluarga yang memiliki kartu keluarga seperti terlihat 
pada grafik berikut ini: 
Gambar 3.2 
Grafik Penduduk Pemilik Kartu Keluarga 
  
Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2018 
 
 Presentase  pencapaian  penduduk yang memiliki  KK tahun  2018 sebesar 
98,03%  dibandingkan  tahun  2017  yang  sebesar  95,87%  ada peningkatan 
sebesar 2,16%. 




a. Kesadaran  masyarakat  yang  tinggi  akan  program  KK  sistem informasi 
administrasi kependudukan. 
b. Terwujudnya konsistensi sosialisasi di bidang kependudukan dan pencatatan 
sipil yang mendukung pelaksanaan program KK sistem informasi administrasi 
kependudukan 
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2014 2015 2016 2017 2018 
2014 2015 2016 2017 2018
Wajib KK 630,882 646,544 638,016 692,029 688,954
Memiliki KK 567,356 582,139 601,597 663,448 675,391
Persentase 89.94% 90.04% 94.29% 95.87% 98.03%
Penduduk memiliki Kartu Keluarga 
Wajib KK Memiliki KK Persentase
 c. Dilakukannya bimbingan teknis bagi sumber daya manusia operator sistem 
informasi administrasi kependudukan (SIAK) Kecamatan dan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil secra berkelanjutan dalam rangka 
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 
3. Kepemilikan Akta kelahiran 
 Untuk   meregistrasi   penduduk   yang   baru   lahir   maka   perlu diterbitkan 
Akta kelahiran. Akta kelahiran ini dikeluarkan bagi seluruh penduduk di Kota 
Bandar Lampung. Pada tahun 2018 penduduk yang mengurus akta kelahiran 
sesuai data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan   Sipil  
Kota Bandar Lampung sebanyak 29.843 orang, sehingga sampai dengan tahun 
2018 penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 889.069 orang atau 
40,27% dari jumlah penduduk. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 
yang sebesar 859.226 orang, ada peningkatan sebesar 1,47%, yang dapat dilihat 








Grafik Persentase  Penduduk ber-Akta Kelahiran 
  
Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2018 
 
Upaya peningkatan kepemilikan akta kelahiran antara lain: 
a. Pengurusan akta kelahiran tanpa dipungut biaya retribusi (gratis).  
b. Inovasi pelayanan akta kelahiran “ALAMAK” (Anak Lahir Membawa 
Akta Kelahiran) yang bekerja sama dengan RSUD Kota Bandar Lampung 
c. Frekuensi kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tentang prosedur, 
kegunaan dan syarat-syarat pengurusan akta kelahiran lebih ditingkatkan 
serta di laksanakan secara berkesinambungan 
 Sedangkan untuk kepemilikan akta kelahiran anak pada penduduk usia 0 s.d 
18 tahun pada tahun 2018 adalah sebesar 422.717 orang dari jumlah  penduduk  usia 
0 s.d 18 tahun sebanyak 528.329 orang atau 80,01%. Jumlah ini meningkat bila di 






2014 2015 2016 2017 2018 
2014 2015 2016 2017 2018
Penduduk 2,090,610 2,127,040 2,161,650 2,214,370 2,217,420
ber-Akta Kelahiran 769,318 798,758 828,310 859,226 890,069
Persentase 36.80% 37.55% 38.32% 38.80% 40.28%
Persentase Penduduk ber-Akta Kelahiran 
Penduduk ber-Akta Kelahiran Persentase
 18 th sebanyak 390.358 orang dari jumlah penduduk usia 0 s.d 18 th sebanyak 
527.227 orang.
83
 Jumlah ini meningkat sebesar 5,97% dari tahun sebelumnya, seperti 
terlihat pada grafik berikut: 
Gambar 3.4 
Grafik Persentase Penduduk Usia 0 s/d 18 Tahun ber-Akta Kelahiran 
Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2018 
 
4. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Bandar Lampung (Indeks Kepuasan Masyarakat) 
 Selain KTP-el, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, untuk ketertiban 
administrasi kependudukan, pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberikan 
pelayanan akta kependudukan lainnya.
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 Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 







penduduk 0-18 Th 527,227 528,329
Ber-Akta Kelahiran 390,358 442,717
Persentase 74.04% 80.01%
Persentase Penduduk Usia 0 s/d 18 Tahun 
ber-Akta Kelahiran 
penduduk 0-18 Th Ber-Akta Kelahiran Persentase
  
Pelayanan-pelayanan dokumen kependudukan itu digambarkan pada grafik sebagai 
berikut: 
Gambar 3.5 
Grafik Perkembangan Layananan Akta Kependudukan 
 
Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2018 
 
 Pelayanan akta pencatatan sipil selain akta kelahiran masih belum banyak 
dilakukan oleh masyarakat. Akta perkawinan hanya dimintakan oleh masyarakat yang 
melakukan perkawinan di luar agama Islam, bagi yang beragama Islam sesuai 
ketentuan pencatatan melalui akta nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), Sedangkan 
untuk akta kematian, sebagian besar masyarakat masih menganggap belum merasa 
perlu untuk mengurus surat tersebut sehingga untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat terhadap pentingya akta-akta catatan sipil, maka frekuensi kegiatan 







2014 2015 2016 2017 2018 
2014 2015 2016 2017 2018
akta kelahiran 29,902 29,440 29,552 30,916 30,843
akta kematian 471 526 969 1557 1952
akta perkawinan 255 288 307 266 429
akta perceraian 95 105 41 67 97
Layanan Akta Kependudukan 
akta kelahiran akta kematian akta perkawinan akta perceraian
 masyarakat akan pentingnya pembuatan akta kematian ada peningkatan yang cukup 
signifikan. 
 Pelayanan akta pencatatan sipil yang mengalami peningkatan secara 
signifikan adalah pada pelayanan akta kematian yang diterbitkan naik 18,94%, yaitu 




 Pada tahun 2018 juga telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) 
pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengetahui indeks kepuasan 
masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. IKM yang didaptkan 
setelah survei adalah sebesar 80,20 yang termasuk dalam mutu pelayanan kategori A 
dengan kategori kinerja yang baik, hal tersebut menjadikan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandar lampung mendapatkan piagam penghargaan sebagai 
Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik kategori “baik” yang diberikan oleh 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
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 a. Pengurusan semua dokumen akta pencatatan sipil tanpa dipungut biaya 
apapun (Gratis) 
b. Frekuensi kegiatan penyuluhan atau sosialisasi akta pencatatan sipil lebih 
ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan 
c. Tanggap terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat 
d. Meminimalkan gangguan pada jaringan sistem informasi administrasi 
kependudukan dengan ditingkatkan kualitas jaringan 
e. Melaksanakan bimbingan teknis para petugas operator (Kecamatan dan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) 
f. Menerapkan program unggulan atau inovasi-inovasi pelayanan, antara lain 
three in one, one day service, kerja sama dengan RSUD Kota Bandar 
Lampung A. Dadi Tjokrodipo 3 in 1 (untuk bayi yang baru lahir) 
  
 BAB IV 
ANALISIS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG 
 
A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung 
 
 Untuk mewujudkan pemerintah yang menjalankan fungsinya sebagai pelayan 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan sebuah kebijakan yang 
mengatur tentang pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah akhirnya membuat 
kebijakan, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi pihak 
penyelenggara pelayanan publik mulai dari masyarakat. Aparatur penyelenggara 
harus memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, 
sedangkan masyarakat merasa apa yang harus dilakukan oleh aparatur negara tersebut 
merupakan hak dari masyarakat. Mengenai keinginan undang-undang ini, selanjutnya 
dapat dilihat atau tercermin di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, di 
dalam ketentuan pada pasal 4 disebutkan sebagai berikut: 
1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang  hak, tanggung jawab, 
kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait  dengan 
penyelenggaraan pelayanan publik. 
2. Terpenuhinya penyelenggaraan  pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 




 Selanjutnya  asas  pelayanan  publik  juga  dapat  dilihat  dalam  pasal  4 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu: 
a. Kepentingan Umum 
b. Kepastian Hukum  
c. Kesamaan Hak  
d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban  
e. Keprofesionalan 
f. Partisipatif 
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 
h. Keterbukaan 
i. Akuntanbilitas 
j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi kelompok rentan  
k. Ketepatan Waktu 
l. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan 
 Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 4 poin E tentang 
keprofesionalan pelaksana pelayanan. Profesional yaitu kemampuan untuk 
memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan kemampuan untuk 
dipercaya, terutama memberikan jasa secara tepat waktu, dengan cara yang sama 
sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan dan tanpa melakukan kesalahan setiap 
kali.  
 Suatu pelayanan yang baik dan berkualitas perlu memiliki kehandalan dan 
profesionalisme dalam memberikan suatu jasa dengan segera, akurat dan memuaskan.  
Hal  ini  sangat  diperlukan  agar  tercipta  kepuasan  dalam  diri masyarakat. 
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 Keprofesionalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan dengan segera dan 
memuaskan. Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 
Lampung dalam menjalankan tugasnya sudah menggunakan Standard Operating 
Procedure (SOP) yang telah ditetapkan.  
 SOP (Standard Operating Procedure) adalah suatu pedoman untuk 
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi 
pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedur yang 
sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang 
bersangkutan. Sesuai dengan (SOP) pengajuan berkas dapat diselesaikan dalam 
waktu 2 hari kerja.
89
 
 Pelayanan yang diberikan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil  Kota Bandar Lampung yaitu Akta, Kartu Tanda Penduduk Elektrik (KTP-el), 
Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Pindah maupun Datang dan lainnya. 
Untuk semua biaya pelayanan gratis. Melihat prosedur yang ada di kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tentang persyaratan 
dalam mengurus atau membuat dokumen yang berkaitan dengan bidang administrasi 
kependudukan dan catatan sipil cukup mudah jika pengguna layanan melengkapi 
syarat-syarat yang telah ditentukan dengan baik. Namun masih ada masyarakat  yang 
mengalami  kesulitan  untuk melihat prosedur yang ada di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, masih ada masyarakat 
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 yang mengalami kesulitan untuk melengkapi syarat-syarat administrasi tersebut, 
masih ada pengguna layanan yang harus bolak-balik ke rumah untuk mengambil 
syarat-syarat administratifnya. Jadi keterlambatan pembuatan dokumen masyarakat 
itu karena mereka sendiri yang tidak mengikuti prosedur seperti kurang persyaratan 
yang mereka ajukan yang menyebabkan mereka harus bolak-balik ke rumah. 
 Meski demikian kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Bandar Lampung telah melakukan banyak inovasi dalam segi pelayanan untuk 
memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan, bahkan inovasi tersebut sudah 
menuaikan hasil yang cukup signifikan. Inovasi-inovasi tersebut sebagai berikut:
90
  
1. Three in one: Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil kepada warga masyarakat yang meminta dengan mengajukan 
berkas untuk mendapatkan dokumen. Contohnya: permohonan anak yang 
baru lahir dimasukan kedalam kartu keluarga (KK) sekaligus mendapatkan 
Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) 
2. One Day Service: Menyelesaikan permohonan warga yang diminta ke Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diselesaikan dalam waktu 6 jam 
(satu hari kerja). Contohnya: Permohonan KK, KTP, Surat Pindah, Akta 
Kelahiran, Legalisir pukul 08.00-10.00 WIB akan diselesaikan dalam satu 
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 hari, permohonan yang kami terima pukul 10.00-15.00 WIB dapat diambil 
maksimal 2 hari kemudian (2 hari kerja) 
3. Kerjasama dengan pihak Kecamatan untuk melaksanakan perekaman KTP-el, 
bila dimungkinkan dilakukan pada hari hari Sabtu dan Minggu 
4. Perekaman di SMK dan SLTA jemput boladengan motto “Kado KTP-el Ku 
Datang (K3D) 
5. Perekaman di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan di wilayah 
Bandar Lampung 
6. KTP yang sudah jadi di SMS, berkas KK dicantumkan nomor handphone, 3 
hari sampai 1 minggu dihubungi oleh petugas 
7. Kerjasama dengan RSUD Dr.A Dadi Tjokrodipo yaitu 3 in 1 (untuk bayi yang 
baru lahir) 
8. Kerjasama dengan Panti Asuhan Busaina untuk penerbitan Akta Kelahiran 
bagi anak-anak terlantar 
9. Melaksanakan perekamana KTP-el dikantor pelayanan Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil dengan menambah jam kerja serta hari kerja pada hari 
libur, Sabtu dan Minggu 
10. Melaksanakan kerjasama dengan Badan Polisi Pamong Praja untuk 
mengantarkan KTP-el yang sudah jadi ke masing-masing rumah warga 
 Selain itu, salah  satu aspek  yang mempengaruhi  kinerja pegawai  dalam 
memberikan pelayanan yang berkualitas ialah kelengkapan fasilitas sarana dan 
 prasarana. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 4 poin J 
tentang fasilitas. Sarana dan prasarana merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan 
dalam suatu pelayanan publik karena akan menunjang kepuasan masyarakat dalam 
memfasilitasi kebutuhannya. Selain itu, sarana dan prasarana yang lengkap juga akan 
mempermudah  pegawai  dalam  melayani masyarakat. Hal ini berkaitan dengan hal-
hal yang terlihat dalam pelayanan seperti fasilitas ruang tunggu, MCK, dan alat bantu 
pelayanan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. 
 Di dalam sebuah sistem yang ada di dalam organisasi terdiri atas sejumlah 
prosedur  yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oleh karena 
itu keberadaan suatu prosedur akan memberikan kemudahan bagi kelancaran 
penyelenggaran kegiatan kantor. Prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit dan 
terpadu merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung bagi terwujudnya suatu 
pelayanan yang berkualitas. 
 Keberadaan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 
Lampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terlihat dari ruang 
pelayanan yang cukup bersih dan rapi penataan kursinya. Akan tetapi papan 
informasi akan syarat-syarat untuk melakukan pelayanan disana kurang jelas 
tulisannya sehingga banyak masyarakat yang masih yang menanyakan syarat-syarat 
tersebut ke petugas.         
 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki fasilitas 
diantaranya loket pelayanan, komputer server, CCTV, telepon, alat perekam KTP, 
 speaker untuk panggilan, papan informasi, nomer antrian, kursi tunggu, meja 
pelayanan, tempat sampah. Terkait dengan fasilitas yang ada di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih ada hal yang perlu diperhatikan dan 
ditingkatkan.  
 Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dapat dideskripsikan bahwa 
sebagaian masyarakat sebagai pengguna layanan belum puas terhadap fasilitas atau 
sarana prasarana yang disediakan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Bandar Lampung. Karena belum tersedianya akses untuk penyandang 
disabilitas, kursi yang disediakan kurang banyak sehingga tidak sesuai dengan 
banyaknya masyarakat yang datang saat melakukan pelayanan. Meski demikian 
kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sudah 
melakukan usaha semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat dari segi fasilitas. 
B. Analisis Fiqh Siyasah mengenai Pelayanan Publik pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung 
 
 Dalam kajian fiqh siyasah mengandung arti  bahwa suatu pelayanan yang 
diberikan oleh pemerintah dan para birokrasi yang menjadi penyelenggara pelayanan 
tersebut haruslah bersifat transparan dan terbuka kepada masyarakat terkait 
permasalahan apapun yang tidak berhubungan dengan pengubahan pergantian  
hukum dalam undang-undang dasar negara. Jadi, harus adanya suatu hubungan timbal 
balik dan sifat keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem 
 pelayanan publik agar tidak terjadinya suatu pemikiran yang negatif antara satu sama 
lain.  
 Kinerja pelaksana pelayanan publik sangat berkaitan dengan kaidah good 
governance berorientasikan pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yang 
ideal (efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional hakekatnya 
penyelenggaraan pemerintahan atau kepemerintahan ditujukan kepada terciptanya 
fungsi pelayanan publik. Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, 
maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan 
dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi.  
 Untuk dapat mewujudkan kinerja pelayanan publik dalam aspek tersebut 
diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat diwujudkan kinerja pelayanan 
publik yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-
Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat 
mewujudkan pelayanan yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai 
guna, ukhuwah, dan amanah.     Persamaan hak dan 
keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan fiqh siyasah, 
keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (basyariyah 
insaniyah). Nilai dasar mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak 
sekali, sebagaimana firman Allah QS.An-Nisaa (4) 58 yang artinya “Sesungguhnya 
Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
 menetakan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik 
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
Melihat” 
 Dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat efisiensi Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung akan terlihat pada dihapuskannya semua 
biaya pengurusan akta-akta maupun dokumen kependudukan sipil, kejelasan waktu 
pembuatan akta maupun dokumen tersebut, akan tetapi dalam proses pembuatan 
KTP-el untuk saat ini belum bisa diprediksi kapan tepatnya KTP-el tersebut jadi 
namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung akan 
memberikan Suket (Surat Keterangan) yang fungsi sama dengan KTP-el, Suket ini 
memiliki batas waktu pemakaian yaitu hanya 6 bulan dan harus diperpanjang 
kembali.  
 Adapun pelayanan yang tidak efisien disebabkan oleh kurangnya pemahaman 
masyarakat akan prosedur dalam pelayanan serta kurangnya insiatif petugas untuk 
menjelaskan setiap prosedur akan pembuatan maupun legalisir akta atau dokumen 
kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam konteks Islam ada sebuah hadis riwayat 
Bukhari tentang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, dijelaskan 
bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab.  
      Dengan adanya tanggung jawab dari 
seorang pemimpin (ulil amri) maka diharapkan kesadaran dalam konsep al-
ukhuwwah sebagai salah satu nilai dasar syari'ah dapat diturunkan asas responsivitas 
 dalam pemberian pelayanan, responsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan 
masyarakat yang sepenuhnya dapat dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai 
pelaksana pelayanan publik (tabi‟in).  
 Pelayanan yang baik akan berpengaruh pada produktivitas kerja, nilai dasar 
fiqh siyasah lainnya adalah amanah di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas 
akuntabilitas, untuk melayani publik akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria 
yang penting dalam suatu pelayanan dalam pelaksanan pelayanan publik.  
 Faktor-faktor pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung adalah datang dari aturan yang berdasarkan 
Undang-undang dan dipatuhi oleh diri pemimpin (ulil amri) dan diri para aparatur 
sipil negara sebagai pelaksana pelayanan (tabi‟in) itu sendiri seperti, petugas 
pelayanan atau pegawai datang ke kantor dengan tertib, teratur dan tepat waktu 
sehingga disiplin kerja, dengan berpakaian rapi ditempat kerja maka susunan kerja 
akan terasa nyaman dan rasa percaya diri dalam bekerja akan tinggi. Memiliki 
tanggung jawab yang tinggi, dengan bertanggung jawab terhadap segala tugasnya 
menunjukan pelayanan yang baik. 
  
 BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang kualitas 
pelayanan di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 
Lampung dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 
Lampung telah melakukan pelayanan yang baik. Hal ini ditandai dengan 
ketetapan waktu pemrosesan/pembuatan akta atau dokumen layanan yang  
sesuai dengan waktu yang ada di SOP (Standar Oprasional Pelayanan), serta 
seluruh pembuatan akta maupun dokumen tidak dipungut biaya atau gratis. 
Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 
Lampung di atas sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 
2009 karena telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik untuk 
mensejahterakan dan mampu mengayomi masyarakat dengan sepenuh hati 
dan semaksimal mungkin dengan  memberikan jaminan kemudahan layanan 
dan jaminan keamanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan 
layanan. 
2. Pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tersebut juga telah sesuai dengan fiqh 
siyasah karena sudah memenuhi SOP (Standar Oprasional  Pelayanan)  yang 
 telah ditetapkan dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. Hal ini ditunjang dengan adanya inovasi terhadap 
pelayanan publik bahkan mampu bekerja sama dengan lembaga lain. 
B.  Saran 
 Untuk  meningkatkan   kualitas  layanan  di   Dinas   Kependudukan   dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, peneliti memberi saran agar: 
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sebaiknya 
menambah fasilitas pendukung pelayanan atau sarana prasarana layanan, 
misalnya dengan meletakkan kipas angin atau AC serta menyediakan buku 
bacaan, koran, atau majalah di ruang tunggu dan menyedikan akses serta 
fasilitas untuk penyandang disabilitas. 
2. Mempromosikan laman web resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Bandar Lampung kepada masyarakat, misalnya dengan mengadakan 
sosialisasi layanan web ke setiap kecamatan dan kelurahan. 
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